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UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Undang-undang ini memuat hukum tata ruang yang berisi : 

 Sekumpulan asas, 

 Pranata, 

 Kaidah hukum, yang mengatur hal ikhwal yang berkenaan dengan 

 Hak, 

 Kewajiban, 

 Tugas, 

 Wewenang pemerintah serta hak dan kewajiban masyarakat 

Dalam upaya mewujudkan tata ruang yang terencana dengan memperhatikan keadaan lingkungan 

alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan bangunan, 

serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada, berdasarkan kesatuan 

wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ruang merupakan suatu wadah yang terdiri dari ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di 

dalam bumi. Ruang menjadi sebuah kesatuan tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup dan 

berkegiatan. Oleh karena itu perlu adanya sebuah pengelolaan tentang ruang secara bijaksana dan berdaya 

guna untuk kesejahteraan umum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi tercapainya tujuan 

tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang, sebagai kewenangan pemerintah untuk mengatur dan menjaga keterpaduan antar 

daerah dalam penataan ruang. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Review ini dimaksudkan sebagai sebuah pengembangan wawasan serta sebagai sebuah dasar 

tentang penataan serta perencanaan tata ruang di Indonesia. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan 

acuan bagi para mahasiswa mengenai teori perencanaan, rencana tata ruang, serta pedoman-pedoman lain 

yang terkait. 

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 

a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 



b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan 

memperhatikan sumber daya manusia; dan 

c) Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat 

pemanfaatan ruang. 

 

BAB II 
REVIEW 

 

2.1. Diagram Hierarki Rencana Tata Ruang 

 

2.2. Substansi Perencanaan Tata ruang 

Tata ruang di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam UU no.26 tahun 2007 memiliki 

substansi penting untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 

penetapan rencana tata ruang yang ada di Negara ini. 

Sesuai dengan UU no.26 tahun 2007, BAB VI tentang PELAKSANAAN PENATAAN RUANG, bagian 

kesatu, pasal 14. terdapat muatan isi penting tentang perencanaan tata ruang, yaitu: 

 

(1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: 

a) Rencana umum tata ruang; dan 

b) Rencana rinci tata ruang 

 



(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas : 

a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

b) Rencana tata ruang wilayah provinsi; dan 

c) Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota 

 

(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : 

a) rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; 

b) rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan 

c) rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota. 

 

Dari cuplikan UU di atas dapat kita lihat hasil dari perencanaan tata ruang, yaitu rencana umum tata 

ruang yang terdiri atas rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Selanjutnya akan dibahas 

mengenai substansi-substansi dari rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. 

 

 

BAB III 
PENUTUP 

 

3.1. Kesimpulan 

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. Di Indonesia penataan ruang ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungsional. Otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi 

daerah untuk menyelenggarakan penataan ruang, demi tercapainya Ketahanan Nasional, maka maka 

kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat, 

serta agar tidak timbul kesenjangan antar daerah. 

 

UU no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi pedoman bagi penataan ruang di Indonesia. 

Penataannya di implementasikan melalui rencana umum dan rencana rinci. 

 

Review ini berusaha memberikan pengertian tentang penataan ruang kita. Tentu saja kita 

mengharapkan untuk penataan yang lebih baik, untuk itu peran serta masyarakat dan saling 

ketersinambungan antara masyarakat dan pemerintah mutlak diperlukan demi tercapainya penataan yang 

harmonis, sehat, dan nyaman bagi Indonesia. 

 

*** 
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